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W IKOTA BAUB U 
PROVIN' I SULAWESI TEI IGGARA 

PERATURAN WALI KOTA ·AUBAU 

N o Mo R :  94  1AuN}ops 
TENTANG 

PENILAIAN M TURITAS PENYE ENGGARAAN 
SISTEM PENGENDALI N INTERN PEME NTAH TERINTEGRASI 

DILINGKUNG N PEMERINTAH OTA BAUBAU 

ALI KOTA BAUBA! , 

bahwa un uk mencapai I engelolaan keuangan negara 
yang efek t 1 ,  efisien, transp~ran dan akuntabel diperlukan 
pengendali penyelenggara I kegiatan pemerintahan dengan 
berpedom pada Sistem Pen ndalian Intern Pemerintah; 

b. bahwa berdasarkan pertimb} 1gan sebagaimana dimaksud 
dalam hurul a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang 
Penilaian laturitas Penyeldhggaraan Sistem Pengendalian 
Intern Pemdrintah Terintegraj Dilingkungan Pemerintah Kota 

Menimbang : a. 

Mengingat 
Baubau; 

at (6) Undang- dang Dasar Negara Republik 
un 1945; 

2. Undang-Un• ang Nomor 28 T un 1999 tentang Penyelenggara 
Negara y g bersih dan b as dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme ( mbaran Negara! epublik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, ambahan Lemb an Negara Republik Indonesia 
Nomor 3 8 51 ]) ;  sebagaimana tel; diubah beberapa kali terakhir 
dengan Un'dang-Undang N j a o r  19 Tahun 2019 tentang 
Perubahan edua Atas Undan -Undang Nomor 30 Tahun 2002 
tentang K misi Pemberan� san Tindak Pidana Korupsi 
(Lembaran egara Republik I , onesia Tahun 2019 Nomor 197, 
Tambahan mbaran Negara epublik Indonesia Nomor 6409); 

3. Undang-Un ang Nomor 31 T un 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pid a Korupsi ( Le m b ra n  Negara Republik Indonesia 
Tahun 199 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia omor 3874); seba aimana telah diubah beberapa 
kali terakhi dengan Undang{Undang Nomor 19 Tahun 2019 
tentang Pe ubahan Kedua as Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 200] tentang Komis Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi ( baran Negara epublik Indonesia Tahun 2019 
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Nomor 1 9 ,  Tambahan Lem aran Negara Republik Indonesia 
Nomor 640 ) ;  I  ,  

4. Undang-Urdang Nomor 13 un 2001 tentang Pembentukan 
Kota Bau- au (Lembaran · gara Republik Indonesia Tahun 
2001 N o r lo r  93, Tambahl Lembaran Negara Republik 
Indonesia omor 4120); 

5. dang Nomor 17 ahun 2003 tentang Keuangan 
Negara ( baran Negara epublik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lem9 an Negara Republik Indonesia 
Nomor 42 6); sebagaiman telah diubah beberapa kali, 

I terakhir de gan Undang-Und, ig Nomor 7 Tahun 2021 tentang 
Harmonisasi Peraturan Perpdjakan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia /Tahun 2021 No r1o r  246, Tambahan Lembaran 

I Negara Republik Indonesia Npmor 6736); 
6. dang Nomor 1 T n 2004 tentang Perbendaharaan 

I Negara ( baran Negara epublik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lemb ran Negara Republik Indonesia 
Nomor 43 5); sebagaiman1 telah diubah beberapa kali, 

I terakhir de gan Undang-Und, g Nomor 7 Tahun 2021 ten tang Harmonisasi Peraturan Perp~jakan (Lembaran Negara Republik Indonesia [Tahun 2021 N o # o r  246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N9mor 6736); 
7. dang Nomor 15 un 2004 tentang Pemeriksaan 

I dan Tanggung J ab Keuangan Negara (Lembaran 
I Negara Re ublik Indonesia 1.l un 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran egara Republik Ihidonesia Nomor 4400); 
8. Undang-Undang Nomor 2 3 1  ahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (le baran Negara epublik Indonesia Tahun 2014 

I  Nomor 24 , Tambahan Lem aran Negara Republik Indonesia Nomor 5 5 8[ 7) ;  sebagaimana t~lah diubah beberapa kali, terakhir 
I dengan U; dang-Undang N mor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Peme ! tab Pengganti Undang-Undang Nomor 2 lahun 2022 tent I g Cipta Kerja Menjadi Undang­ 
Undang ( mbaran Negara I epublik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41 ,  Tambahan Lerno an Negara Republik Indonesia Nomor 6856); [ 9. Undang-Urdang Nomor 30 [lahun 2014 tentang Administrasi Pemerin�1an (Lembaran Ngara Republik Indonesia Tahun 
2014 No or 292, Tambal} Lembaran Negara Republik Indonesia Vomor 5601); sel~gaimana telah diubah beberapa 
kali, ter ir dengan Und -Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Pe etapan Peratur Pemerintah Pengganti Undang­ 

Undang N mor 2 Tahun 2 , 22 tentang Cipta Kerja Menjadi 
Undang-U: dang (Lembaran egara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nor or 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia omor 6856); 
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Pengendali 
Indonesia 
Negara Re 

1 1 .  Peraturan 
Daerah ( 
Nomor 1 1  

10. Peraturan emerintah Nomo 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Intern Pemeri1 (Lembaran Negara Republik 

I ahun 2008 No . or 127, Tambahan Lembaran 
blik Indonesia N mor 4890); 

emerintah Nomor}8 Tahun 2016 tentang Perangkat 
mbaran Negara epublik Indonesia Tahun 2016 
, Tambahan Lem aran Negara Republik Indonesia 
7); sebagaimana I elah dirubah dengan Peraturan 
Nomor 72 Tahu 2019 ten tang Perubahan atas 

emerintah Nomor] [[ 8  Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah ( mbaran Negara epublik Indonesia Tahun 2019 

f  Nomor 18 , Tambahan Lem aran Negara Republik Indonesia 
Nomor 640 ); I  

12. Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawas I Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah ( mbaran Negara epublik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Le m b ~ ran  Negara Republik Indonesia 
Nomor 604 ); I  

13. Peraturan Pemerintah No or 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelola¢ Keuangan Daefe (Lembaran Negara Republik 

I Indonesia ahun 2019 Nomo 42, Tambahan Lembaran Negara Republik I donesia Nomor 6 32 2 )  
aerah Kota Baubtu Nomor 5 Tahun 2016 tentang 

Pembentu an dan Susunanl [Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota j ubau Tahun 2016 Nomor 5) 
sebagaim a telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau mor 2 Tahun 021 tentang Perubahan atas 
Peraturan aerah Kota Bau , u Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentu an dan Susunanl Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubu Tahun 2021 Nomor 2). 

MEMUTUSKANl 
I Menetapkan : PERATURAN ALI KOTA TE TANG PENILAIAN MATURITAS 

PENYELENGG RAAN SISTE PENGENDALIAN INTERN 
PEMERINTAH TERINTEGRASI PEMERINTAH DAERAH KOTA BAUBAU. 

sebagai unsur penyelenggara 
sanaan Urusan Pemerintahan ah Wali Kota g memimpin pe 

daerah otonom. 
Pemerintah 
Pemerintahan Daerah y yang menjadi kewenang 

2. 

Pasal 1 
Dalam Peraturan W ali Kota in yang dimaksud ngan: 
1.  Daerah adalah Kota Bau 

3. Wali Kota adalah Wali Ko a Baubau. 
4. Inspektorat adalah Inspe orat Daerah Ko Baubau. 
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5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Sistem Pengendalian Int rn adalah proses ang integral pada tindakan dan 
kegiatan yang dilakukan[secara terus men~rus oleh pimpinan dan seluruh 
pegawai untuk member" keyakinan mei iadai atas tercapainya tujuan 
organisasi melalui kegiat yang efektif d'¢ efisien, keandalan pelaporan 

I keuangan, pengamanan aset negara, d ketaatan terhadap peraturan 
perundang- undangan. 
Sistem Pengendalian In em Pemerintah g selanjutnya disingkat SPIP 
adalah sistem pengende" intern yang dis~lenggarakan secara menyeluruh 

I di lingkungan pemerin, pusat dan peme , tah daerah. 
Maturitas Penyelenggara SPIP adalah I, ngkat kematangan SPIP dalam 

I mencapai tujuan penge dalian yang meli uti kegiatan yang efektif dan 
efisien, keandalan pela oran keuangan, I engamanan aset negara, dan 
ketaatan terhadap perat ran perundang-u dangan. 

I Penilaian atas Maturitas enyelenggaraan S IP adalah penilaian atas tingkat 
kematangan SPIP dalamh mencapai tuju pengendalian yang meliputi 
efektivitas dan efisiensi IJ.encapaian tujuanl rganisasi, keandalan pelaporan 
keuangan, pengamanan aset negara, d , ketaatan terhadap peraturan 
perundang-undangan. 
Manajemen Risiko Inde s yang selanjutn a disingkat MRI adalah indeks 
yang menggambarkan alitas penerap I manajemen risiko di lingkup 
Pemerintah Daerah yang diperoleh dari pbrhitungan parameter penilaian 
pengelolaan risiko. I 
Indeks Efektivitas Penge dalian Korupsi y g selanjutnya disingkat IEPK 
adalah kerangka pengu ran atas kemaju? segala upaya pencegahan dan 

i di organisasi. 

Pasal 2 
Ruang lingkup Penilaian atas Maturitas Penyele ggaraan SPIP terintegrasi: 
a. mekanisme penilaian; 
b. fokus penilaian; 
c. komponen penilaian;dan 
d. periode yang dinilai. 

Pasal 3 
Mekanisme penilaian sebag ana dimaksud d am Pasal 2 huruf a terdiri dari: 
a. penilaian mandiri oleh : danajemen Pemerihtah Daerah Kota Baubau; 
b. penjaminan kualitas o l ek .  Inspektorat Daer'~ Kota Baubau; 
c. evaluasi oleh BPKP ata hasil penilai I mandiri pada huruf a dan 

penjaminan kualitas pad huruf b. 

Pasal 4 
(1) Fokus penilaian sebag mana dimaksud alam Pasal 2 huruf b adalah 

tingkat Maturitas Penyel nggaraan SPIP se ara terintegrasi. 
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ecara terintegrasi sebagaimana 
I sur: 
I 
I 

(2) Tingkat Maturitas Penyr lenggaraan SPIP 
dimaksud pada ayat (1) encakup unsur- 
a. SPIP; 
b. MRI; 
c. IEPK;dan 
d. kapabilitas APIP. 

(3) Penilaian unsur SPIP, M I, dan IEPK seba aimana dimaksud pada ayat (2) 
' huruf a, huruf b, dan h uf c tercantum d am Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan w1 i Kota ini. 
I (4) Unsur Kapabilitas APIP s bagaimana dimal sud pada ayat (2) huruf d diatur 
I dalam Peraturan Badan engawasan Keu an dan Pembangunan Nomor 8 
I 

Tahun 2021 Tentang enilaian Kapabili as Aparat Pengawasan Intern 
Pemerintah Pada kementbrian/lembaga/Bdan tersendiri. 

Pasal 5 

Komponen penilaian sebagai ana dimaksud d Pasal 2 huruf c terdiri dari: 
a. Penetapan Tujuan untuk menilai kualitas sasaran strategis dan strategi 

pencapaian sasaran strate is; 
b. Struktur dan Proses ntuk menilai alitas struktur dan proses 

penyelenggaraan SPIP yan tercermin dari ii menuhan 5 (lima) unsur SPIP; 
dan 

c. Pencapaian Tujuan untu menilai pencapai hasil penyelenggaraan SPIP, 
yang terdiri dari efektivi as dan efisiensi j pencapaian tujuan organisasi, 
keandalan pelaporan keu gan, pengam n aset negara, dan ketaatan 
terhadap peraturan perun ang-undangan. 

Pasal 6 

tahun perencanaan a. Penetapan tujuan dil ukan atas 
berjalan; 

b. Struktur dan proses dilakukan atas ngendalian yang dilaksanakan 
pada tahun berjalan; l 

c. Pencapaian tujuan dilakukan atas kin¢ ja tahun sebelumnya. 
Periode yang dinilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 
rentang waktu 1 Juli un sebelumnya I pai dengan tanggal 30 Juni 
tahun berjalan. 

(1) Periode yang dinilai se agaimana dim sud dalam Pasal 2 huruf d 
berdasarkan: 

(2) 

Pasal 7 
Pedoman pelaksanaan Penil · Maturitas Pen elenggaraan SPIP sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ter antum dalam I piran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peratu Wali Kota ini. 
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Pasal 8 

Pada saat Peraturan Wali K ini mulai berl 
Baubau Nomor 29 Tahun 20 0 tentang Penye 
Intern Pemerintah di Lingkup emerintah Kota 
tidak berlaku. 

, maka! Peraturan Wali Kota 
nggaraan Sistem Pengendalian 
aubau, dicabut dan dinyatakan 

Pasal 9 

Peraturan WaJi Kota ini mulai erlaku pada tan aJ diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahu · ya dan memerin 
Wali Kota ini d=gan P==P tannya dalam Bl 

DY 

4 
Pj. 

kan pengundangan Peraturan 
Daerah Kota Baubau. 

di Baubau 
al, 22 Novemc 2023 

M H. RAS AN MANAFI 

f F F  Ko~jgsi 7 
I 

[t o.  

SAIDO BONSAI 

Diundangkan di Baubau 
pada tanggal, 20 N0Em2€ 2023 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KO A BAUBAU, 

BERITA DAERAH KOTA BAUB U TAHUN 2023 MOR ..94 
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